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ABSTRAK

Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah talak yang digantungkan,
taklik talak diwujudkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap
istri akan tindak kesewanangan suami pada saat memasuki jenjang kehidupan
rumah tangga. Taklik talak merupakan buatan pemerintah yang dalam prakteknya
dilakukan pada akad nikah tepatnya setelah ijab kabul, suami diminta untuk
membaca sighat taklik talak lalu menandatangani sebagai pertanggungjawaban
dari suami. Namun dalam realitanya apakah pengikraran atau pembacaan sighat
taklik talak wajib dilakukan?

Dalam penelitian ini sebagaimana dari data yang telah didapatkan,
penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini
bersifat deskriptif analitik, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada
masyarakat sekarang dengan menuturkan, menganalisis, dan menjelaskan tentang
pemahaman masyarakat kota ataupun masyarakat desa di Yogyakarta mengenai
pembacaan atau ikrar sighat taklik talak oleh suami. Bahan primer dari penelitian
ini berupa hasil dari interview (wawancara) para responden, hasil dari observasi,

dan hasil dari dokumentasi.

Dalam penelitian lapangan ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan
masih atau tidak dilaksanakannya pengikraran atau pembacaan sighat taklik talak
yang terdapat pada akta nikah atau buku nikah setelah ijab kabul, kemudian
ditandatangani di hadapan istri dan para saksi. Faktor utama masih diikrarkan atau
dibacakan sighat taklik talak oleh suami setelah ijab kabul adalah permintaan dari
pihak perempuan sebagai perlindungan yang nyata dari negara serta
tanggungjawab suami, dan faktor tidak lagi dilakukan pengikraran atau
pembacaan sighat taklik talak adalah pengetahuan yang baik terhadap isi dari
sighat taklik talak tersebut.

Kata Kunci: Sighat, Taklik, Talak
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk membina suatu hubungan rumah tangga. Dengan ini
perkawinan manyatukan dua orang yang tidak saling kenal dan menghubungkan
serta menghalalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan tersebut baik
secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu
menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah waa

rohmah. Dalam al-Qur’an Allah telah berfirman:

I 3 ) dea 533 50 oSy a5 Lell | il 1A 5 3 2l (e oS0 318 (o il (e
b S a8

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
yakni pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang
pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memberi arti bahwa
perkawinan bukan cuma mengikat secara hukum saja bahkan sampai lahiriah
seseorang. Dalam hukum adat, sebuah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan
calon suami dan calon istri serta keluarga dari masing-masing pihak saja, bahkan

perkawinan juga menghubungkan sampai leluhur dari masing-masing pihak,

! Ar-Rum (30) : 21



karena perkawinan merupakan awal terbentuknya komunitas atau masyarakat juga

merupakan lingkungan awal dalam sosial masyarakat.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan
perceraian.? Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat
untuk tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti kekerasaan dalam
rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau suami tidak memberi
nafkah lahir kepada istri, karena itu percerian adalah pintu mudaratnya
perkawinan guna keselamatan suatu hubungan perkawinan. Bagaimanapun juga
Allah SWT tidak menyukai sebuah perceraian, sebagaimana yang dijelaskan

dalam hadist Nabi:
3 ol i i ) IS jiand

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam suatu hubungan rumah
tangga adalah karena ada salah satu pihak yang mana meninggalkan
kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban masing-
masing pihak yakni suami istri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan
semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Tidak
menjalankan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan perkawinan telah

disebutkan dalam sighat taklik talak.

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, cet. IV (Bandung: Citra Aditya
Bakti,1990), him. 170.

% Anny Najwa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai
Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn), Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, him. 2.



Adapun isi dari ikrar taklik talak yang mana telah tercantum dalam buku

nikah, berbunyi:
Sewaktu-waktu saya:

a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan
lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya ke Pengadilan
Agam atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau
petugas tersebut dan istri saya tersebut membayar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu
rupiah) sebagai ‘iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu
kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya
kuasakan untuk menerima ‘wad (pengganti) itu dan kemudian

memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.

Jika suami melanggar salah satu isi sighat taklik tersebut bisa berakibat
jatuhnya talak satu atau kAul’i, apa bila istri merasa tidak rela dan mengadukan
masalahnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan
pengaduannya itu dan istri membayar ‘iwad (pengganti).® Taklik talak bukan
suatu syarat perkawinan akan tetapi Kementerian Agama menganjurkan kepada

pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan sighat taklik.

* Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet 11, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him.63.



Kementerian Agama merumuskan sighat taklik talak agar para suami
menyatakan janjinya atau membaca sighat taklik talak dihadapan penghulu, wali
nikah, dan para saksi dalam akad nikah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak
wanita (istri), akan tetapi pada prakteknya tidak semua pada proses perkawinan
para suami mengikrarkan atau membacakan sighat taklik talak hanya saja mereka

menandatanganinya.

Ada beberapa pendapat mengenai pembacaan sighat taklik talak,
Kementerian Agama sendiri sebagai perumus sighat taklik talak tidak
mewajibkan pembacaan sighat taklik talak, Ibnu Hazem menganggap penting
taklik talak saat akad nikah sebab baik manfaatnya. Pendapat yang mengatakan
bahwa pengucapan sighat taklik pada akad nikah tidak diperlukan lagi merupakan
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 7
September 1996, dengan alasan bahwa materi yang tercantum dalam sighat ta’lik
talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Pegadilan Agama. Demikian pula menurut Kompilasi Hukum Islam,
perjanjian taklik talak bukan merupakan kewajiban dalam setiap perkawinan

(Pasal 46 ayat 3 KHI).

Meski Kementerian Agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak, baik dilihat dengan kondisi
dahulu yang mana Kementerian Agama merumuskan sighat taklik talak dengan
tujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada

perundang-undangan tentang hal tersebut maupun dengan kondisi sekarang, para



istri dan keluarganya tetap meminta para suami untuk membaca dan
menandatangani sighat taklik talak demi melindungi hak-hak istri, dengan
demikian pembacaan sighat taklik talak masih dilakukan khususnya karena
permintaan dari istri dan keluarganya, juga terdapat dibeberapa tempat di
Yogyakarta menjadikan pembacaan sighat taklik talak sebagai sebuah tradisi atau

suatu kebiasaan dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Ikrar Sighat Taklik Talak Di Masyarakat Yogyakarta:

Studi Sosiologi Hukum”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis mencoba untuk mengangkat
rumusan masalah dalam penelitian penulis, sebagai berikut:
1. Apakah ikrar atau pembacaan sighat taklik talak masih dilakukan oleh
masyarakat? Khususnya di masyarakat Yogyakarta
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masih dan tidak lagi dilakukannya
ikrar atau pembacaan sighat taklik talak di masyarakat Yogyakarta ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk upaya perlindungan atas hak-hak seorang istri jika terjadi
pelanggaran dalam rumah tangga yang dilakukan suami.
b. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan.



2. Kegunaan
a. Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi
bagi para akademisis dalam menghasilkan karya tulis ilmiah baik
bagi mahasiswa ataupun dosen sebagai sumber rujukan bacaan
mengenai hukum kewarisan.
b. Dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para
pembaca pada umumnya.
D. Telaah Pustaka
Beberapa penelitian mengenai sighat taklik talak oleh peneliti sebelumnya
yang selaras dengan penulis lakukan menjadi literatur tambahan yang mendukung.
Seperti skripsi yang disusun oleh Muhhammad Nurul Hidayat dengan
judul “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul
Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”,
dengan kesimpulan dari skripsi ini yakni pemahaman masyarakat Desa Tamanan
terhadapa taklik talak, sebagian masyarakat masih belum paham mengenai taklik
talak. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pendidikan masyarakar desa tersebut
baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya. Mengenai pembacaan
sighat taklik talak sesudah akad nikah oleh mempelai laki-laki, masyarakat Desa
Tamanan berpendapat bahwa dirasakan kurang etis dalam suasana akad nikah

yang sakral dan khidmat.”

® Muhammad Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tanaman Kecamatan
Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah
Tangga,” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah adn Hukum
Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).



Kemudian skripsi yang disusun oleh Asep Ijar dengan judul “Urgensi Dan
Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian Dalam PP NO. 9 Tahun
1975)”, status hukum pembacaan taklik talak yang dimaksud oleh penulis judul
skripsi ini ialah kedudukan pembacaan taklik talak dalam hukum perkawinan di
Indonesia. Melalui ijab dan kabul berarti adanya kesamaan persepsi terhadap isi
perjanjian sehingga kedua belah pihak merasa sama-sama ridha dan rela
dengannya, maka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak yang lain. Dalam
Pasal 46 ayat (3) KHI telah jelas sekali bahwa taklik talak bukan suatu kewajiban
bagi setiap pasangan suami istri, karena ini pula MUI mengeluarkan fatwanya
tentang pembacaan taklik talak. Penjelasann selanjutnya, bahwa taklik talak
bukanlah suatu yang wajib tetapi sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak
dapat dicabut kembali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pembacaan
taklik talak tidak memiliki hukum yang jelas, ia hanya berstatus boleh.°

Ada juga skripsi yang disusun oleh Farid Wijdil Mubarok dengan judul
“Keabsahan Talak: Studi Komparatif Madzhab Asy-syafi’i Dan Undang-Uundang
Nomor 1 Tahun 1974”. Dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian, penulis
skripsi ini mengambil kesimpulan persamaan taklik talak menurut mazhab Syafi’i
dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa penjatuhan talak betul-
betul merupakan kewenangan mutlak suami, adapun dalam prakteknya telah
terjadi perbedaan antara mazhab Syafi’i dan Undang-undang Nomorl Tahun

1974. Menurut mazhab Syafi’i talak dapat jatuh dengan pernyataan sepihak, yaitu

® Asep ljar, “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian dalam
PP NO.9 Tahun 1975),” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah
Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).



dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh atau
bersenda gurau. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.’

E. Kerangka Teori

Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang
kehidupan masyarakat menyebabkan, bahwa perkaitannya dengan masalah-
masalah sosial juga menjadi semakin intensip. Pengaturan hukum yang membatasi
dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat
sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di
dalam masyarakat itu sendiri. Pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh
hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan pribadi
manusia, seperti perkawinan, pendidikan dan sebagainya, harus berhadapan
dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam
masyarakat.

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa disatu pihak hukum
berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan
oleh karenanya ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang diaturnya,
sedangkan dilain pihak ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan
kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula

terhadap hukum serta proses bekerjanya pula.?

” Farid Wijdil Mubarok, “Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-Syafi’i dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

8 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), him. 16.



Mengambil 4 (empat) poin dari 9 (sembilan) poin pokok pikiran
pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu pertama poin ke
5 (lima) hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia
kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, kedua poin
ke 6 (enam) hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang
pro keadilan”, ketiga poin ke 7 (tujuh) asumsi dasar hukum progresif adalah
bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu
yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan
hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan
untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum, keempat poin ke 8 (delapan) hukum
bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat
bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah
yang merupakan penentu.’

Menururt Weber, norma-norma hukum dapat berbentuk dengan dua cara,
yakni secara bertahap atau diciptakan secara sengaja. Dari kebutuhan-kebutuhan
dalam masyarakat sendiri, mereka menentukan aturan-aturan secara bertahap;
sedang penbentukan hukum melalui pemaksaan dari atas (penguasa/pemimpin)
merupakan pembentukan hukum secara sengaja, dimana anggota masyarakat
mengikuti saja apa yang dikatakan oleh penguasa atau pemimpin mereka. Dalam

hal aturan-aturan yang diberlakukan tidak memberikan kepuasan bagi anggota-

% Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, cet. 2 (Yogyakarta: Genta, 2012), him. 89.
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anggota masyarakat yang diaturnya, diperlukan adanya deregulasi (proses

penghapusan, pembatasan, dan pengaturan kembali).

Dengan demikian 3 (tiga) eori yang akan saya gunakan untuk membantu

penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Pembentukan Hukum

Beberapa masalah dalam hubungan hukum dan perubahan sosial,

diantaranya:

a.

Biasanya hukum dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil dari anggota-
anggota masyarakat yang pada suatu saat memegang kekuasaan.
Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, adalah tidak mungkin
untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan merakam setiap
kebutuhan dari sebagian besar anggota masyarakat.

Perubahan sosial yang tidak diikuti oleh penyesuaian hukum akan
berakibat pada tertinggalnya perkembangan hukum.

Tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi
dalam hukum, atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak

diikuti oleh anggota-anggota masyarakat.™®

2. Teori Perkembangan Sosial

Teori perkembangan sosial mengajukan konsep perkembangan masyarakat

(termasuk perkembangan hukum) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Perkembangan sosial menuju ke arah tertentu.

19 Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, (Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia, 2012), him. 57-58.
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b. Setelah perkembangan, sistem yang ada bersifat lebih tinggi dari semula
(terjadi peningkatan).
c. Perkembangan dipicu oleh faktor-faktor internal dalam sistem tersebut
(misalnya, faktor pertambahan penduduk, konflik internal, peningkatan
kesejahteraan penduduk, dan sebagainya).
d. Perkembangan sosial tersebut merupakan suatu keharusan (tidak
terelakkan).™
3. Berlakunya Hukum

Apabila seorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam
masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum
tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Tentang berlakunya hukum ada
anggapan-anggapan sebagai berikut:

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada
kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (H. Kelsen), atau bila terbentuk
menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zesenbergen), atau apabila
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.
H. A. Logeman).

b. Hukum berlaku secara sosiologis, abalila kaidah tersebuat efektif.
Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa
walaupun diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat (teori
kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh

masyarakat (teori pengakuan).

 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 90.
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c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya, sesuai dengan cita-cita

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.*?

Dalam sebuah masyarakat yang modern hukum harus modern pula. Sebab,
hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Karena itu, hukum harus
dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Bahkan hukum harus dapat
mengarahkan dan mendorong agar masyarakat lebih berkembang secara lebih

cepat dan terkendali.™

F. Metode Penelitian
Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian yang
dipakai oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya
diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terkait objek yang

diteliti, tepatnya pada masyarakat Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

12 Sperjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung: PT.
Aditya Bakti, 1991), him. 56-57.

3 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him.
108.
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Sifat penelitian yang dipakai penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu
tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masyarakat sekarang dengan
menuturkan, menganalisis, dan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat
kota ataupun masyarakat desa di Yogyakarta mengenai pembacaan atau ikrar
sighat taklik talak oleh suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan
sosiologi hukum. Menurut Suryono Sukanto: “sosiologi hukum membahas
pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat”.
Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan begitu pula
sebaliknya perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan

hukum.*

3. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan-bahan primer berupa hasil dari intereview (wawancara), hasil

dari observasi, dan hasil dari dokumentasi.

b. Bahan Sekunder

Data-data yang terdapat dalam referensi kepustakaan yaitu buku-buku
karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan
pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan

penelitian. Serta bahan-bahan hukum yang mengikat (sekunder-primer),

¥ Suryono Sukanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977),
him. 17.
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seperti: Al-qur’an dan As-sunnah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa
Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus

istilah hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data proposal ini adalah

sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, buku, surat kabar,
artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan diteliti oleh penulis. Dokumen bertujuan untuk
mencocokkan dan melengkapi data primer.

b. Interview (wawancara), melalui proses tanya jawab dengan beberapa
pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penulis dan
jawaban diberikan oleh narasumber. Narasumber dalam penelitian ini
adalah pegawai Kantor Urusan Aagama (KUA) dan masyarakat desa

maupun kota di Yogyakarta.
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3. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan bahan pendukung
penelitian lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat
bermanfaat bagi orang lain. Analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan
analisi deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian
disusun, melaporkan hasil penelitian dan diambil kesimpulan yang logis

kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sendiri terdiri dari 5 (lima)
bab, pada masing-masing bab tersusun dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang
lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan di sisni
dimaksud agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak
mengalami kerancauan disetiap pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan berisikan mengenai latar belakang
masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudiaan
telaah pustaka, selanjutnya kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan mengenai perjanjian dalam perkawinan dan
taklik talak berupa pengertian perjanjian dan taklik talak, taklik talak sebagai
alasan putusnya perkawinan, bunyi lafal rumusan taklik talak, kedudukan hukum

taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974, sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, alasan perceraian menurut
undang-undang, dan cara perceraia.

Bab ketiga membehas menganai praktek perkawinan dan taklik talak di
masyarakat Yogyakarta, pembahasan meliputi profil wilayah, geografi wilayah
dan sosial budaya di Yogyakarta, kemudian pencatatan perkawinan dan ikrar
sighat taklik talak serta pemahaman masyarakat Yogyakarta terhadap ikrar sighat
taklik talak.

Bab keempat membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi
penyebab masih dan tidak lagi di ikrarkan atau dibacakan sighat taklik talak oleh
suami setelah akad pernikahan.

Bab kelima penutup berupa kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan

penelitian serta saran berisi masukan-masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1.

Setelah melakukan penelitian dengan wawancara dan angket, ikrar atau
pembacaan sighat taklik talak di masyarakat Yogyakarta hampir tidak
lagi dilakukan. Meskipun sighat taklik talak bertujuan untuk melindungi
hak-hak istri dari kesemena-menaan suami, para Kepala KUA di
Yogyakarta maupun penghulu (pegawai KUA) yang sudah penulis
wawancarai sepakat untuk tidak memberikan anjuran kepada mempelai
laki-laki mengikrarkan atau membacakan sighat taklik talak setelah ijab
kabul melainkan menganjurkan mempelai laki-laki untuk langsung
menandatangani sighat taklik talak setelah ijab kabul.

Terdapat dua faktor para Kepala KUA maupun penghulu (pegawi KUA)
tidak menganjurkan mempelai laki-laki mengikrarkan atau membacakan
sighat taklik talak, yaitu: sudah adanya peraturan yang mengcover
mengenai taklik talak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat masyarakat
bahwa ikrar atau pembacaan sighat taklik talak dirasakan kurang etis

dalam suatu akad nikah yang sakral dan khidmat.

B. Saran

1.

Bagi suami istri hendaknya taklik talak dapat dijadikan sebagai sarana

pendidikan dan nasehat bagi mereka sehingga tercapai keluarga yang

85
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sakinah mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai keadaan tersebut suami
istri harus berhati-hati khususnya. pada sikap dalam melakukan
perbuatan sehari-hari, terutama bagi suami karena ia sudah berjanji
dalam sighat taklik talak yang sudah disepakati dengan membubuhan
tanda tangan.

Perkawinan memang tidak semata-mata karena cinta, akan tetapi
perkawinan akan abadi apabila didasari dengan rasa kasih dan sayang
yang mulia. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur
hal tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa parkawinan ialah “ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam menghadapi persoalan perkawinan
dalam rumah tangga, suami istri sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk
menyelesain dengan cara bercerai, karena perceraian pada dasarnya
bukanlah jalan yang terbaik. Suami istri hendaknya menempuh jalan
yang lain terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya seperti
berbicara dengan baik-baik. Komunikasi dan kejujuran sangatlah penting
dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga, Allah
menciptakan makhluknya dengan masing-masing kekurangan dan
mempertemukan makhlunya dalam sebuah ikatan perkawinan untuk
menyempurnakan satu sama lain
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